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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA. Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

          Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama,  dalam  sidang  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara  : 

Pemohon, Tempat dan Tanggal Lahir Pardamean, 26 Maret 1986, Umur 34

tahun, NIK ,  Agama Islam, Pendidikan terakhir  S1,  Pekerjaan Karyawan

Swasta, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di, Kota Batam; Nomor

HP : 0813-4065-4408

                              Selanjutnya disebut Pemohon;

                                                   Melawan

Termohon, Tempat dan Tanggal Lahir  Tg. Mulia, 11 April 1990,  Umur  30

tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Karyawan Swasta,

Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di Kota Batam;

Selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka  sidang;

DUDUK PERKARA

          Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal

17 Februari  2020,  telah mengajukan permohonan Cerai  Talak yang telah

didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Batam,  register  nomor

457/Pdt.G/2020/PA.Btm  tanggal   yang  sama,   dengan  dalil-dalil  sebagai

berikut:
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1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada

tanggal  18 April 2013 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Labuhan Deli,  Kabupaten Deli  Serdang,  Provinsi  Sumatera  Utara  sesuai

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 613/86/V/2013 tanggal 18 April 2013;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana

layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama

di Kota Batam;

3. Bahwa  dalam  perkawinan  tersebut  Pemohon  dengan  Termohon  telah

bercampur  (ba'da  dukhul)  sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan  telah

dikaruniai seorang anak yang bernama anak Pemohon dan Termohon, lahir

di Medan pada tanggal 26 September 2013;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan

harmonis  namun  kurang  lebih  sejak tanggal  15  Maret  2017  kehidupan

rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan

dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain melalui video call (aplikasi

Starmaker);

b. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;

c. Termohon  merasa  kurang  dengan  nafkah  yang  telah  diberikan  oleh

Pemohon,  padahal  Pemohon  telah  maksimal  memberikan  nafkah

kepada Termohon;

d. Termohon tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga dengan baik;

e. Termohon  sering  meminjam  uang  kepada  tetangga,  rentenair  tanpa

sepengetahuan dan seizin Pemohon;

f. Termohon jarang mengindahkan nasehat Pemohon sehingga Termohon

selalu melawan kepada Pemohon;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

semakin tajam dan memuncak terjadi  lebih kurang pada  tanggal 10 Juni

2017, sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak berhubungan suami istri

(pisah  ranjang)  dan  pisah  rumah  karena  Termohon  pergi  dari  tempat

kediaman bersama;
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7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi  masalah tersebut  dengan

cara bermusyawarah dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di  atas, maka Pemohon merasa

rumah tangga  antara  Pemohon dan  Termohon  tidak  bisa  dipertahankan

lagi,  karena  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus  menerus  yang

berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun

lagi,  maka  jalan  yang  terbaik  bagi  Pemohon  dengan  Termohon  adalah

sepakat  untuk  mengakhiri  rumah  tangga  dengan  perceraian  melalui

Pengadilan Agama Batam;

Bahwa oleh karena sifat  dan sikap Termohon yang tidak dapat dijadikan

contoh  untuk  anak-anak  Pemohon  dengan  Termohon  dan  Pemohon

membutuhkan  kepastian  hukum  tentang  pengasuhan  dan  pemeliharaan

seorang anak yang bernama Della Sharafana Alpian Siregar binti Dedy

Alpian Siregar,  lahir  di  Medan pada tanggal 26 September 2013, maka

Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan

hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut di  bawah pengasuhan

dan pemeliharaan Pemohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia membayar biaya yang timbul

dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di  atas,  Pemohon mohon kepada

Majelis  hakim  untuk  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya  berbunyi  sebagai

berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

2. Memberikan izin kepada Pemohon  untuk menjatuhkan talak satu raj'i

kepada Termohon  di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;

3. Menetapkan  hak  pengasuhan  dan  pemeliharaan  seorang  anak  yang

bernama anak Pemohon dan Termohon, lahir di Medan pada tanggal 26

September 2013 di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

4. Membebankan biaya perkara ini  sesuai  dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Subsidair:
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Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

       Menimbang,  bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,

Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon

tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang

lain  untuk  menghadap  sebagai  wakil/kuasa  hukumnya,  meskipun  telah

dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di

dalam  sidang,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  itu

disebabkan suatu halangan yang sah; 

           Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar

berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada

dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

          Menimbang, bahwa perkara ini  tidak dapat dimediasi,  karena

Termohon  tidak  pernah  datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil

secara  resmi  dan  patut,  selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan

membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan

oleh Pemohon;

        Menimbang,  bahwa  untuk  meneguhkan  dalil  permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti  surat berupa : 

1. Fotokopi  Surat  bukti  perekaman,  nomor. /CMT-SGL/VIII/2019,  yang

diterbitkan oleh   Camat  Kecamatan Sagulung Kota  Batam Kota  Batam,

Provinsi  Kepulauan  Riau tanggal  30  Agustus  2019,  bukti  tersebut  telah

diberi  meterai  cukup  dan  dileges  Pos  dan  Giro,  serta telah  dicocokkan

dengan aslinya ternyata sesuai  kemudian  diberi tanda P.1;

2. Fotokopi  Kutipan  Akta Nikah Nomor /V/2013 tanggal 18 April 2013  yang

dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Labuhan  Deli

Kabupaten Deli Serdang,  bukti tersebut   telah diberi meterai cukup dan

telah di nazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis

ternyata sesuai  oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi  Kutipan  Akte  Kelahiran  nomor  -LT-26082015-0094   tanggal  26

Agustus  2015  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan

Catatan Sipil  Kota Batam, bukti tersebut   telah diberi meterai cukup dan
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telah di nazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis

ternyata sesuai  oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

         Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di

atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti berupa saksi-saksi di muka

sidang yaitu sebagai berikut :

  1.  Saksi  pertamaPemohon,  umur  39 tahun,  agama  Kriten,  pekerjaan

Wiraswasta,  pendidikan  SLTA,  bertempat  tinggal  di  Bengkong  Dalam

Kampung  Jawa  nomor  26  Rt  02  Rw  08Kelurahan  Tanjung  Buntung

Kecamatan  Bengkong  Kota  Batam,  di  bawah  sumpahnya  saksi

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 

-  Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah

abang ipar Pemohon;

- Bahwa  saksi  mengetahui  Pemohon  dengan  Termohon  menikah  pada

tanggal 18 April 2013 di Kecamatan Labuhan Deli;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di  kota

Batam;

- Bahwa  Saksi  mengetahui  antara  Pemohon  dengan  Termohon  sudah

dikaruniai anak 1 orang;

- Bahwa sepengetahuan saksi,  rumah tangga Pemohon dengan Termohon

pada awalnya rukun dan damai,  namun sejak awal tahun 2017, Termohon

tidak peduli kepada Pemohon, disebabkan masalah Termohon tidak mau

mengurus kebutuhan Pemohon dan Termohon berselingkuh;

-  Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang  3

tahun  lamanya sampai sekarang;

- Bahwa  pihak  keluarga  sudah  pernah  mendamaikan  Pemohon  dan

Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

-   Bahwa,  saksi  mengetahui  Pemohon  memppunyai  kemampuan  dalam

mengurus anak;

2.  Saksi  kedua  Pemohon,  umur  39 tahun,  agama  Kristen,  pekerjaan

Wiraswasta,  pendidikan SLTA,  bertempat tinggal  di  Perumahan Bukit Ayu

Suka  Damai  Blok  A.7   nomor  15  Rt  02  Rw  19  Kelurahan  Mansang
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Kecamatan  Sungai  Beduk  Kota  Batam,  di  bawah  sumpahnya  saksi

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 

-  Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah

Saudara Pemohon;

- Bahwa  saksi  mengetahui  Pemohon  dengan  Termohon  menikah  pada

tanggal 18 April 2013 di Kecamatan Labuhan Deli;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di  kota

Batam;

- Bahwa  Saksi  mengetahui  antara  Pemohon  dengan  Termohon  sudah

dikaruniai anak 1 orang;

- Bahwa sepengetahuan saksi,  rumah tangga Pemohon dengan Termohon

pada awalnya rukun dan damai,  namun sejak awal tahun 2017, Termohon

tidak peduli kepada Pemohon, disebabkan masalah Termohon tidak mau

mengurus kebutuhan Pemohon dan Termohon berselingkuh;

-  Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang  3

tahun  lamanya sampai sekarang;

- Bahwa  pihak  keluarga  sudah  pernah  mendamaikan  Pemohon  dan

Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

-   Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi Pemohon mempunya kemampuan

mengurus anak;

           Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon

menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

           Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan

mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya

secara  lisan  yaitu  tetap  pada  pendiriannya  untuk  bercerai  dengan

Termohon serta mohon putusan;

           Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,

ditunjuk  kepada  hal-hal  sebagaimana  tercantum   dalam  berita  acara

sidang perkara, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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            Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

            Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan

perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, dan dengan

didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang

berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, maka sesuai dengan

ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat (2)Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50

Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,  maka  Pengadilan  Agama  Batam

berwenang menerima, memeriksa, mengadili  dan menyelesaikan perkara

ini;

           Menimbang,  bahwa Pemohon dalam surat  permohonannya

mendalilkan, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang

telah  melangsungkan  pernikahan  di  hadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah

pada  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Lubuk  Baja,  dan  sekarang

kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis

lagi, maka berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan

kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai legal

standing untuk  mengajukan  permohonan  Cerai  Talak   ke  Pengadilan

Agama;

           Menimbang,  bahwa  pemanggilan  terhadap Pemohon  dan

Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo.

Pasal  26  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jis.  Pasal  138

Kompilasi  Hukum Islam di  Indonesia  Tahun 1991,  Pemohon  telah  hadir

secara in person ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir

ke persidangan;

         Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo.

Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
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diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2006  dan  perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah

berupaya mendamaikan dengan cara menasehati   Pemohon agar rukun

kembali  membina  rumah  tangga  dengan  Termohon,  akan  tetapi  tidak

berhasil  karena  Pemohon  tetap  berkeras  hati  untuk  bercerai  dengan

Termohon;

         Menimbang, bahwa mediasi terhadap para pihak dalam perkara

tersebut  tidak  dapat  dilakukan  karena  Termohon  tidak  pernah  datang

menghadap  ke  persidangan,  sehingga  ketentuan  Peraturan  Mahkamah

Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

tidak dapat dilaksanakan;

           Menimbang,  bahwa  permohonan  Pemohon  untuk  bercerai

(menjatuhkan talak) terhadap Termohon didasarkan atas dalil-dalil / alasan

sebagaimana  tersebut  dalam  surat  permohonan  Pemohon  yang  untuk

ringkasnya dianggap telah termasuk dalam putusan ini:

           Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan

Pemohon    tersebut  tidak dapat didengar, karena Termohon tidak pernah

hadir  di persidangan;

           Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dan tidak pula

menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah di

persidangan, maka menurut persangkaan Majelis Hakim, bahwa Termohon

ada indikasi tidak menggunakan hak bantah dalil   permohonan Pemohon

tersebut di muka persidangan;

         Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Majelis

Hakim,  namun karena  perkara  ini  menyangkut  bidang  perkawinan yang

mempunyai sifat khusus (lex specialis), dan sesuai dengan ketentuan pasal

283 R.Bg, maka Pemohon dibebani wajib bukti, dan persangkaan Majelis

Hakim tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

        Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya

Pemohon  telah  mengajukan  bukti  surat  bukti.  P.1  dan bukti  P.2,  bukti
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tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan

aslinya,  maka berdasarkan pasal  285  R.Bg.  dan  pasal  301  R.Bg,  bukti

tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik

formil maupun  materiil,  oleh  karena  itu  akta  tersebut  memiliki  nilai

pembuktian penuh dan mengikat;

         Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga

telah  mengajukan  bukti  2  (dua)  orang  saksi,  dan  kedua  orang  saksi

tersebut  telah  memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah  yang  saling

bersesuaian satu sama lainya dan relevan dengan pokok perkara, maka

berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal

309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

         Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon  dan sesuai dengan

bukti (P.1 dan P.2) serta diperkuat pula oleh keterangan dua orang saksi di

bawah sumpah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon

dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal

29 April 2011;

    Menimbang,  bahwa  untuk  mengetahui  keadaan  rumah  tangga

Pemohon  dan  Termohon,  Majelis  Hakim  telah  mendengar  keterangan

saksi-saksi  yang  diajukan  oleh  Pemohon  yang  menerangkan  pada

pokoknya  bahwa Pemohon  dengan  Termohon  adalah  suami  isteri  yang

sah, menikah pada tahun 2011 dan sudah dikaruniai anak 1 orang. Rumah

tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis,

kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon, disebabkan Termohon

tidak mau memberikan nafkah bathin dan berselingkuh akibatnya antara

Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sudah lebih kurang 1 tahun

lamanya  sampai  sekarang,  sedangkan  pihak  keluarga  telah  berusaha

mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

         Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon

tersebut,  Majelis  Hakim  memberikan  pertimbangan  bahwa  keterangan

kedua saksi di atas telah menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum
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(Vreem  de  Oozaak)  timbulnya  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal

dengan Termohon,  dengan demikian  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa

terhadap keterangan kedua saksi  tersebut mempunyai nilai  sebagai  dalil

pembuktian  dan  patut  untuk  dipertimbangkan  dalam  putusan  ini,  oleh

karena itu dalil  permohonan Pemohon untuk bercerai  dengan Termohon

dinyatakan terbukti;

        Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim  telah  menemukan  fakta-fakta  sebagai

berikut:

-   Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah 

    yang menikah   Pada tanggal  21 Maret 2011

-  Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon  sekarang sudah

tidak  harmonis  lagi,  disebabkan  Termohon  tidak  mau  mengurus

Pemohon dan Termohon suka meminjam uang tanpa sepengetahuan

Pemohon

-   Bahwa Pemohon dengan  Termohon sekarang telah berpisah

    tempat tinggal lebih kurang 1 tahun  lamanya;

-   Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha 

    menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan 

    tetapi tidak berhasil;

         Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis

Hakim berpendapat,  bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon

telah pecah (broken marriage),  dimana ikatan batin  kedua belah pihak

sulit  dipersatukan  dan  apabila  perkawinan  semacam  ini  tetap

dipertahankan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih

besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk

membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia,  tenteram,  kekal,  dan  damai

(sakinah mawaddah wa rahmah), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi

Hukum  Islam  serta  Al-Qur'an  surah  Ar-Ruum ayat  21  yang  berbunyi

sebagai berikut:
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مكسفنأأنم            ت      اجاوزأأ اونكستلأ اهيلإأ لعجوأ مكنيبأ ةدومأ ةمحروأ نإأ ىفأ كلاذأ يلاأ

نأأأأأأأأأأأأأأأأهتيأنمو    قلخأأأأأأأأأأأأأأأ مكلأأأأأأأأأأأأأأأ

نوركفتي                                                                                                     

                                                                             موقل

Artinya: ”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu  isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan

merasa  tentram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih

sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

          Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di      

persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon 

dengan  Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak 

ada harapan untuk dikumpulkan dalam satu rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah

dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عليم       سميع الله فإن الطلق عزموا وإن

                                 Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak,

maka sesunguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

           Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis

Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam petitum angka (1)

telah  beralasan  hukum  dan  tidak  melawan  hukum serta  telah  sesuai

dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  jo.pasal  19

huruf (f) Peraturan poemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf

(f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

           Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tersebut  di  atas,  maka  permohonan  Pemohon dalam petitum angka (2)

dapat dikabulkan dengan alasan bahwa hak menjatuhkan talak adalah hak

suami,  sesuai  dengan ketentuan pasal  117 Kompilasi  Hukum Islam dan
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diberikan izin untuk ikrar menjatuhkan talak kepada Termohon di hadapan

sidang Pengadilan Agama Batam setelah putusan ini berkekuatan hukum

tetap, sesuai pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;  

          Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon  tidak  hadir  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya,  meskipun telah dipanggil  secara resmi  dan patut,  maka

Termohon  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan  perkara  ini  diputus  dengan

verstek sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg., serta ibarat Kitab Ahkamul Qur’an

juz II halaman 405 sebagai berikut;

نم                   ىعد ىلا اح مك نم اكح م نيملسملا ملف بجي وهف اظ مل قحلا هل

Artinya : “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap

di  persidangan sedangkan orang tersebut  tidak memenuhi  panggilan itu

maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya”;

          Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

tersebut di  atas, maka permohonan Pemohon  a quo telah beralasan dan

tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan

talak terhadap Termohon patut dikabulkan dengan verstek; 

          Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon tentang hak asuh

tiga  orang  anak  yang  bernama  anak  Pemohon  dan  Termohon,  lahir  di

Medan pada tanggal 26 September 2013, ditetapkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak (hadhanah),

terlebih  dahulu  harus  dipertimbangkan  bahwa  hadhanah  merupakan

kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak ia

dilahirkan  sampai  mampu  menjaga  dan  mengatur  dirinya  sendiri,  oleh

karena  itu  dalam  hukum  Islam  hal  yang  paling  pokok  yang  dijadikan

pertimbangan  dalam  memutuskan  sengketa  hadhanah  ini,  adalah  demi

kemashlahatan  dan  kepentingan  sianak,  apakah  itu  menyangkut

pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya bukan

kemashlahatan  pihak  Ayah  atau  Ibunya  dan  prinsip  inilah  yang  harus

dipahami oleh Penggugat  rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
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Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukanlah

menetapkan  seorang  anak  akan  menjadi  miliknya  seperti  hak  milik

kebendaan  (zaken  recht)  dan  menafikan  pihak  lainnya,  akan  tetapi  hak

hadhanah  hanya  semata  mata  menunjukkan  kepada  hak  sekaligus

kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak

tersebut  kepada  masa  depan  yang  lebih  baik.  Oleh  karenanya  menurut

hukum masing masing pihak tidak boleh menghalang halangi pihak lainnya

untuk berhubungan dengan anak;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  diatas,  maka

Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat ini Pemohoni sebagai Ayah

kandungnya tidak terbukti telah melakukan perbuatan tercela yang berakibat

dicabut  hak  hadhonahnya,  maka  demi  menjamin  kemaslahatan  anak

tersebut, Pemohoni patut diberi hak untuk mengasuh anak tersebut. Hal ini

sejalan dengan kententuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo.

pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak dan akan ditegaskan dalam diktum putusan ini;

        Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50

Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,  maka  biaya  perkara  dibebankan

kepada Penggugat;

         Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan kaidah syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini; 

                                            MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon  untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Termohon  di depan sidang Pengadilan Agama Batam; 
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4. Menetapkan seorang anak yang bernama, lahir di Medan pada tanggal 26

September 2013 berada dibawah asuhan/hadhanah Pemohon;

5. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp. 471000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

            Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Masehi

bertepatan dengan tanggal 16 Rajab  1441 Hijriyah oleh kami Drs. Ifdal, SH

sebagai Ketua Majelis,  Dra. Hj. Ristinah H.M. Nun dan Drs. H.  Azizon, SH,

MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh

Muzahar,  S.  Ag  sebagai  Panitera   serta  dihadiri  oleh  Pemohon  tanpa

hadirnya Termohon.

  Hakim Anggota                                          Ketua Majelis

        Dra. Hj. Ristinahs HM. Nun                     Drs. I f d a l , SH

                 Hakim Anggota                     
               

                                                                                            

                 Drs. H. Azizon , SH, MH    

                               

                               Panitera Pengganti

                             Muzahar , S. Ag

Perincian Biaya Perkara :
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1. Biaya pendaftaran :  Rp.   30.000,-

2. Biaya proses          :  Rp.   50.000,-

3. Biaya panggilan     :  Rp. 355.000,-

4. PNBP                      : Rp.   20.000,-

4. Biaya redaksi          :  Rp.   10.000,-

5. Materai                    :  Rp.    6.000,-

                                  ------------------------

    Jumlah                      Rp. 471.000,- 
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